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                                                                                                    Pemerintah Kota Kendari

BAB I 
P E N D A H U L U A N
1.1.  Latar Belakang  
 B
erdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah  ( RKPD )  merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) atau Visi dan Misi Walikota terpilih yang merupakan tahun pertama dari pasangan walikota terpilih, DR. Ir. H. Asrun, M.Eng.Sc dan Ir. Musaddar Mapasomba, MP,  untuk periode 2013 – 2018 serta mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD Kota Kendari ditujukan sebagai upaya  mewujudkan  perencanaan  pembangunan Daerah  yang sinergis  dan terpadu antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota  serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi masyarakat yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) tahunan yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan  Kota serta forum SKPD yang melahirkan skala Prioritas dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.
Kedudukan Recana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) dalam pelaksanaan pembangunan di kota Kendari adalah menjembatani antara perencanaan Strategis jangka menengah dengan perencanaan pembangunan tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ), Prioritas  Plafon Anggaran Sementara ( PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ). 
Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) kota Kendari ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, dimana pengambilan keputusan  penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.2.  
Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari          Tahun 2016 adalah :

1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014; 

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah       Tahun 2016;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2013-2017.
1.3. 
Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam aspek perencanaan tercermin dalam hubungan antara berbagai dokumen perencanaan antara pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, yang digambarkan di bawah ini sebagai berikut :
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Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.

Gambar 1.1.  Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan
1.4. Sistimatika Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2015 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I 
Pendahuluan 
Berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RKPD dengan sistematika sebagai berikut : 
1.1. Latar Belakang Penyusunan
1.2. Dasar Hukum
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
1.5. Maksud dan Tujuan.
Bab II 
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelanggaraan Pemerintahan
Dalam bab ini memuat uraian tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RPKD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Selain itu, terdapat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan;  dengan sistematika sebagai berikut :

2.1. 
Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri dari beberapa aspek, yaitu : Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.
2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, berisi telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPDdan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. 
Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah;

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.3.
Permasalahan Pembangunan Daerah, berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis yang terdiri dari : 

1.
Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah; 

2.
Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 
Bab III 
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah
Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Adapun sistematika Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
3.1. 
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yang terdiri dari :
1.
Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014;

2.
Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016.
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah, yang terdiri dari :

1.
Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah, yang meliputi : Arah Kebijakan  Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Bab IV
Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Sistimatika Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, terdiri dari : 
4.1. 
Tujuan dan Sasaran Pembangunan;
4.2.
Prioritas dan Pembangunan.

Bab V
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Bab VI
Penutup

1.5.  
Maksud dan Tujuan

1.5.1.
Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah merupakan penjabaran Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2013 – 2017 yang mengacu pada RKP Nasional, dengan memuat tentang kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sehingga RKPD ini menjadi landasan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Kendari Tahun Anggaran 2016.
1.5.2.
Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 bertujuan :

a) Menjabarkan Arahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari 2013-2017, dengan menekankan fokus penanganan pembangunan Tahun 2016.

b) Memberikan rujukan dalam pelaksanaan APBD Kota Kendari Tahun 2016, meliputi:
a. Menyempurnakan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan yang terarah, konsisten dan terukur (berbasis kinerja), melalui pembakuan program dan kegiatan pembangunan;
b. Menjadi pedoman penyusunan program/kegiatan bagi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dalam APBD; 

c. Menjadi pedoman penilaian evaluasi kinerja kepala daerah. 
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